BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4( TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2029

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029,
memerlukan pendanaan yang besar dan tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga
perlu membentuk dana cadangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang jo Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan
peraturan daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas Tahun 2029 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati inl.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan penganggaran dana cadangan
yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas;

b. menyusun konsep rancangan Keputusan Bupati tentang
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2029; dan

c. melakukan pembahasan rancangan peraturan Bupati
tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2029.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati

Banyumas.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pacatangesl 17 JAN 205
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2029

KEDUDUKAN
NO. KEDUDUKAN DALAM DINAS DALAM TIM KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)

1 | Asisten Pemerintahan dan Ketua Drs. Nungky Harry
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Rachmat, M.Si
Daerah Kabupaten Banyumas

2 |Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Endah
Sekretariat Daerah Kabupaten Sulistyawati, S.Sos
Banyumas

3 | Kepala Badan Perencanaan Anggota Dedy Noerhasan,
Pembangunan Daerah, Penelitian S.T, M.Si
dan Pengembangan Kabupaten
Banyumas

4 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Anggota Amrin Ma’ruf,
Daerah Kabupaten Banyumas S.Sos, M.Si

5 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Anggota Eko Heru Surono,
dan Politik Kabupaten Banyumas S.Sos

6 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Anggota Arif Rohman, S.H,
Daerah Kabupaten Banyumas M.H

7 | Kepala Bidang Anggaran pada Anggota Agus Nur Hidayat,
Badan Keuangan dan Aset Daerah S.TP, MIDS
Kabupaten Banyumas

8 |Kepala Bidang Penelitian dan Anggota Dra. Sulistyawati,
Pengembangan pada Badan MPHR
Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Banyumas

9 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Anggota Iwan Yulianto, S.S,
dan Organisasi Kemasyarakatan
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyumas

10 | Perancang Undang-Undang Ahli Anggota Endah Dwi
Muda Pada Bagian Hukum Abrianti, S.H., M.H.
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas
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11 | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Anggota Wahyudi Joko
Bagian Pemerintahan Sekretariat Siswoyo, S.Sos
Daerah Kabupaten Banyumas

12 | Perancang Undang-Undang Ahli Anggota Lidia Puspita
Pertama pada Bagian Hukum Sukarno, S.H.
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas

13 | Analis Hukum Ahli Muda pada Anggota Himawan Eka
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Putra, S.H.
Kabupaten Banyumas
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